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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan
pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh
individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan
tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “ pelayanan dapat
diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan
mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi
pelayanan.

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk
(2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik.”

Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh
Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006: 2)

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi
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antara konsumen dengan karyawan atau hal- hal lain yang disediakan oleh
perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang
dimaksudkan utuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas

yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan

yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

2.2. Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir
yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai
pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum.

Sementara istilah publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti
umum, masyarakat, negara. Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011: 5) “kata
publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik
yang berarti umum, orang banyak, ramai”.

Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu
sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,
harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma
yang mereka miliki”.

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas mengenai publik, maka dapat
disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan

dan harapan sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak.
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2.3. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang
dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak — hak
dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan
kepentingan publik.

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat
maupun daerah, permasalahan umum pelayanan publik antara lain terkait dengan
penerapan prinsip — prinsip good governance yang masih lemah seperti masih
terbatasnya partisipasi masyarakat, transparasi dan akuntabilitas baik dalam proses
perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan maupun evaluasinya.

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha
melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan
(mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintahan pada hakekatnya
adalah pelayanan kepada masyarakat. la tidaklah diadakan untuk melayani
dirinya sendiri,  tetap untuk  melayani  masyarakat serta menciptakan
kondisi yang  memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).

Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan yang baik dan profesional.

Gronsross dalam Istujaya (2002, 15) memberikan definisi pelayanan
adalah sebagai suatu aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba)
yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan

atau hal — hal lain yang disediakan oleh purusahaan pemberi pelayanan yang
dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
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Berdasarkan pendapat Gronroos ini, maka dapat diketahui ciri pokok dari
pelayanan adalah serangkaian aktivitas dari interaksi yang melibatkan karyawan
atau peralatan yang disediakan oleh instansi/ lembaga penyelenggara pelayanan
dalam menyelesaikan masalah yang menerima pelayanan.

Pada organisasi publik/ pemerintah keadaannya tidak jauh berbeda, bahwa
kegiatan pelayanan yang terjadi juga akibat adanya interaksi masyarakat/ publik
dengan aparat pelayanan (birokrasi) menggunakan peralatan yang disediakan oleh
instansi, tetapi berkaitan dengan perwujudan dari salah satu fungsi aparatur negara
sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pelayanan publik (public service) oleh
birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara)
dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Moenir (1992, 26 — 27) mengartikan pelayanan umum adalah kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
material melalui sistem, prosedur, dan matode tertentu dalam usaha memenuhi

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Menurut Kadir dalam bukunya Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan
Publik, “pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat
oleh penyelenggara dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat”. (Kadir, 2015, 1)

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 25 Tahun 2004, pelayanan umum (publik) merupakan segala bentuk
kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di
daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk
barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang — undangan.
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Kondisi masyarakat yang semakin Kkritis, birokrasi publik dituntut harus
dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan
publik. Terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan
masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami
oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 2001).

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan
aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani
untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan
publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.4. Azas Pelayanan Publik
Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan
masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah
harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat.
Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat.
Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu

yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.
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Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa,

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan.

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang

profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) mengemukakan

asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari:

a.

Transparansi;

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
Akuntabilitas;

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Kondisional;

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.

Partisipatif;

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Kesamanan Hak; dan

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras,
golongan, gender dan status ekonomi.

Keseimbangan.

Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus
memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip

oleh Eny Kusdarini (2011: 190) yakni yang terdiri dari 12 asas:

ST o a0 o

Asas kepentingan umum;

Asas kepastian hukum;

Asas kesamaan hak;

Keseimbangan hak dan kewajiban;

Asas keprofesionalan;

Asas partisipasif;

Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif;
Asas keterbukaan;

Asas akuntabilitas;
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J. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Asas ketepatan waktu; dan
I. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias
apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif,
kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas,

ketepatan waktu dan kemudahan.

2.5. Standar Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang
mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun
2004, sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan termasuk pengadaan;

b. Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan;

c. Biaya pelayanan Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
dititipkan dalam proses pemberian pelayanan;

d. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan; dan

e. Sarana dan prasarana Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik;

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
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Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang

diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adapun

komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a.

b.

K.

Dasar hukum;

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.

Persyaratan;

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan
baik persyaratan teknis maupun administratif.

Sistem, mekanisme dan prosedur;

Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.

Jangka waktu penyelesaian;

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/tarif ;

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.

Produk pelayanan;

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan.

Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas;

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok
rentan.

Kompetensi pelaksanaan;

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan
keahlian, keterampilan dan pengalaman.

Pengawasan internal;

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan
langsung pelaksana.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.
Jumlah pelaksana;

Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.

Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

n.

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-
raguan; dan
Evaluasi kinerja Pelaksana.
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Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan standar pelayanan.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan standar

pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun

daerah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dimana

Komponen Standar Pelayanan dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian

yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery) meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Persyaratan;

Sistem, mekanisme, dan prosedur;

Jangka waktu pelayanan;

Biaya/tarif;

Produk pelayanan;

Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dasar hukum;

Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
Kompetensi pelaksana;

Pengawasan internal;

Jumlah pelaksana;

Jaminan pelayanan;

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
Evaluasi kinerja pelaksana.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar

pelayanan publik tersebut yang digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan

publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap

kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan

pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai
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dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan

masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

2.6. Jenis- jenis Pelayanan

Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia,
karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik
itu sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial.

Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan
adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup manusia tersebut. Timbulnya pelayanan umum atau publik
dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam
bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.

Menurut Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 20) kegiatan pelayanan
umum atau publik antara lain:

a. Pelayanan administratif ;

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan,
sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu
barang dan sebagainya. Dokumen- dokumen ini antara lain Kartu
Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat ljin Mengemudi (SIM),
Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), ljin Mendirikan Bangunan
(IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan
sebagainya.

b. Pelayanan barang;
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang
yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan
tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Pelayanan jasa.
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
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Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh
Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai
berikut:

a. Business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan

konsultasi, keuangan, dan perbankan;

b. Trade sevice, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan,

perlengkapan, dan perbaikan;

c. Infrastructur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam

komunikasi dan transportasi; dan

d. Social and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain

dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan ePublic

administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari
pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum
yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan
umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata
lain, persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan
permasalahan yang sangat kompleks dan karena itu membutuhkan perhatian semua
kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun dari

masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

Unsur — unsur Pelayanan

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang
saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002: 8), unsur-
unsur tersebut antara lain:

a. Sistem, prosedur, dan metode;

Dalam pelayananan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang
mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
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b. Personil,

Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan.
Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional,
disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

c. Sarana dan prasarana; dan

Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas
pelayanan. Misalya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai
dan sebagainya.

d. Masyarakat sebagai pelanggan.

Dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen
yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.

Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi
prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi
pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti contohnya petugas
menerapkan sistem antre agar pelayanan dapat berjalan tertib.

Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur
personil juga memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas
yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan
melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga.
Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk
memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus
melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen
baik pendidikanya maupun perilakunya.

Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan publik
wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunan layanan agar masyarakat

sebagai pengguna layanan merasa nyaman. Dengan tersedianya sarana dan

prasarana yang lengkap, petugas juga akan mudah memberikan layanan.
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Unsur yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengguna layanan.
Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas
pelayanan. Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban
untuk mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan petugas agar terjadi
keseimbangan hak dan kewajiban baik penerima layanan maupun pemberi
layanan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelayanan
meliputi:

a. Sistem, prosedur, dan metode;

b. Personil (sumber daya manusia);

c. Sarana dan prasarana;

d. Masyarakat.

2.8. Faktor Pendukung Pelayanan

Pelayan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang
diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat
difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan
terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda
tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan
pelayanan yang baik.

H.A.S Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung
pelayanan, antara lain:

a. Faktor kesadaran;

Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang

merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh
suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa.
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Dengan adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada
kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Faktor aturan;
Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan
seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak
langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan
mempunyai  pertimbangan  dalam  menentukan  langkahnya.
Pertimbangan pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukan oleh
hal-hal penting :
1) Kewenangan;
2) Pengetahuan dan pengalaman;
3) Kemampuan bahasa;
4) Pemahaman pelaksanaan;
5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan
disiplin kerja;
c. Faktor organisasi;
Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih
banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi
perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode
untuk memperlancar mekanisme kerja.
d. Faktor pendapatan;
Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan inbalan
atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan
dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu tertentu;
e. Faktor kemampuan;
Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh
mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga
menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
f. Faktor sarana pelayanan.
Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan
kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam
mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Adapun fungsi
sarana pelayanan, antara lain :
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat
menghemat waktu;
2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa;
3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin;
4) Menimbulkan rasa nayaman bagi orang yang berkepentingan; dan
5) Menimbulkan  perasaan puas pada orang-orang Yyang
berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional.

Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling

mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan
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pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau
pelayanan dalam bentuk gerakan/ tindakan dengan atau tanpa tulisan.

Wolkins dalam Fandy Tjiptono (2000: 75) mengemukakan enam faktor
dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesimambungan. Keenam
faktor tersebut meliputi: “kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review,
komunikasi serta penghargaan dan pengakuan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik
harus memperhatikan aspek pendukung agar pelayanan dapat berjalan dengan
baik. Faktor yang harus diperhatikan meliputi : faktor kesadaran baik dari petugas
pelayanan maupun dari masyarakat; faktor aturan yang telah di tentukan oleh
instansi pemberi layanan; faktor organisasi yang baik; faktor imabalan atau gaji;
faktor kemampuan dalam bekerja; faktor sarana dan prasarana; komunikasi dan

pendidikan.

2.9. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan
orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen,
kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi
pemerintah dan badan hukum. Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan
pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai

kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai
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konsumen mereka. Salah satu yang dianggap sebagai biang keladinya adalah
bentuk birokrasi.

Birokrasi seperti dikemukakan oleh Achmat Batinggi (1999: 53) adalah
“Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas
administratif ~ yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur)
pekerjaan dari banyak orang.”

Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi
birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena
mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga komponen
birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan
kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur  dalam
mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami penyimpangan dalam mencapai
tujuan orang.

Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan
berjenjang berdasarkan struktur orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya
prosedur yang berlaku pada orang tersebut.

Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber seperti yang
dikutip dan diterjemahkan oleh Ahmad Batingi (1999: 53) antara lain adalah :

a) pembagian kerja yang jelas;

b) Adanya hierarki jabatan;

¢) Adanya pengaturan sistem yang konsisten;

d) Prinsip formalistic impersonality;

e) Penempatan berdasarkan karier; dan

f) Prinsip rasionalitas.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan memberikan dampak nyata

yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan
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demikian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan
terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas
dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi
dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyatakan
penyelenggara memiliki hak:

a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan
tugasnya;

b. Melakukan kerjasama;

Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;

d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak
sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ;
dan

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

1

Sementara itu yang menjadi kewajiban penyelenggara adalah:

Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
Menempatkan pelaksana yang kompeten;

Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik
yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

e. Memberikan pelatanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas
penyelenggaraan pelayanan publik.

oo o

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara
pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai
penyelenggara pelayanan publik hendaknya instansi memperhatiakan hak dan
kewajiaban sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai yang telah

diamanatkan pada undang-undang.
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2.10. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan. Kinerja pelayanan publik akan menyentuh masalah kualitas layanan yang
diberikan oleh organisasi publik pada masyarakat sebagai pelanggan.

Kualitas pelayanan umumnya berfokus pada masyarakat, sehingga produk
pelayanan didesain, diproduksi serta diberikan untuk memenuhi keinginan dan
kepuasan pelanggan Sudarmayanti (1999).

Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih
profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan
adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti

meningkatkan kapasitas  individu dan masyarakat untuk secara  aktif
menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).

Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas
manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
masyarakat mengembangkan kemampuan dan krativitasnya untuk mengatur dan
menentukan masa depannya sendiri.

Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996) mendefinisikan kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan
olen adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur
pemerintah).

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,
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menetapkan bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi —
sendi pelayanan prima yaitu :

1) Kesederhanan, dalam arti bahwa prosedur / tata cara pelayanan
diselenggarakan dengan :
a. Prosedur mudabh;
b. Pelayanan lancar;
c. Pelayanan cepat;
d. Pelayanan tidak berbelit — belit.
2) Kejelasan dan kepastian , dalam arti adanya kejelasan dan kepastian
mengenai:
a. Prosedur / tatacara;
b. Persyaratan pelayanan;
c. Pengetahuan petugas;
d. Tanggung jawab petugas.
3) Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat
memberikan pelayanan dalam hal :
a. Keamanan pelayanan;
b. Kenyamanan pelayanan;
c. Kemampuan petugas;
d. Kepastian hukum.
4) Keterbukaan, dalam arti prosedur / tatacara, persyaratan, satuan kerja /
pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum dalam hal :
a. Waktu penyelesaian;
b. Kepastian biaya;
c. Akurasi sistem;
d. Fasilitas dan peralatan.
5) Efisien dan Ekonomis dalam arti :
a. Persyaratan ringan;
b. Kedisiplinan petugas;
c. Kewajaran biaya pelayanan;
d. Sesuai kemampuan ekonomis mayarakat.
6) Keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan
umum diusahakan :
a. Keadilan mendapatkan pelayanan;
b. Perhatian terhadap kepentingan masyarakat;
c. Kesediaan dan ketanggapan petugas membantu;
d. Pendistribusian yang merata.
7) Ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat
diselesaikan.
a. Informasi waktu;
b. Kecepatan pelayanan;
c. Realisasi waktu;
d. Kepastian jadwal pelayanan.
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Gronross ,(1990) (dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan enam Kriteria
kualitas pelayanan yaitu,:

1) Professionalism and skill, kriteria ini merupakan outcome-related
criteria adalah kualitas pelayanan yang kaitannya dengan penyedia jasa
/ petugas, fasilitas dan sarana fisik, sistem dan peralatan operasional
untuk dapat memuaskan masyarakat secara profesional.

2) Attitudes and behavior, kriteria ini adalah process-related criteria
adalah kualitas pelayanan yang menunjukkan derajat perhatian yang
diberikan petugas terhadap masyarakat dan berusaha membantu dalam
memecahkan masalah secara spontan dan senang hati.

3) Accessibility and flexibility, kriteria ini termasuk dalam proses process-
related criteria, bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja dan sistem
operasionalnya dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga
masyarakat dapat melakukan dengan mudah. Selain itu juga dirancang
dengan maksud agar dapat fleksibel dalam menyesuaikan permintaan
dan keinginan masyarakat.

4) Reliability and trustworthiness, criteria ini termasuk dalam process-
related criteria adalah kualitas pelayanan dimana masyarakat
memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bias mempercayakan
segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan
sistemnya.

5) Recovery, termasuk dalam process-related criteria. Masyarakat
memahami bahwa bila ada keslahan atau terjadi sesuatu yang tidak
diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk
mengendalikan situasi dan mencarai pemecahan yang tepat.

6) Reputation and credibility, kriteria ini merupakan process-ralated
criteria, masyarakat meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat
dipercaya dan memberikan nilai atau imbangan yang sesuai dengan
pengorbanan.

Setiap warga Negara mempunyai hak untuk memonitor dan mengevaluasi
kualitas pelayanan yang mereka terima, adalah sangat sulit untuk menilai kualitas
suatu layanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima
layanan dan aparat palaksana pelayanan itu.

Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan merupakan elemen pertama
dalam analisis kualitas pelayanan publik elemen kedua adalah kemudahan suatu

pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu
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diberikan. Birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran
(revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik.

Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani,
dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka
menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara-
cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Thoha dalam
Widodo, 2001).

Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh Fandy Tjiptono, (2000: 70)
ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan
yaitu:

1. Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan
eksitensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa
penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan
lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang
diberikan

2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya;

3. Responsiveness, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu
dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat
dengan menyampaikan informasi yang jelas;

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan,
kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan
rasa percaya terhadap pelanggan.Terdiri dari beberapa komponen di
antaranya adalah komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan
sopan santun;

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat
individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan
berupaya memahami keinginan pelanggan.

Levince dalam Ratminto (2006: 175) melihat kualitas pelayanan dari
indikator-indikator sebagai berikut:

1. Responsiveness (Responsivilitas);
Ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan
aspirasi, serta tutuntutan dari costumers.

2. Responsibility (Responsibilitas);
Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemeberian
pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan.
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3. Accountability (Akuntabilitas)  Suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa besar tingkat keseuaian antara penyelenggara pelayanan
dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada dimasyarakat dan dimiliki
oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam
masyarakat.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan mengenai dimensi kriteria atau
indikator di atas, meliputi:

1. Bukti langsung (tangibles)

2. Kehandalan (reliability)

3. Daya tanggap (responsiveness)

4. Jaminan (assurance)

5. Empati (empaty)

2.11. Konsep Administrasi Kependudukan

2.11.1. Pengertian Administrasi

Banyak pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli
administrasi, ada pengertian adminitrasi secara luas dan ada pengertian
administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses
sosial.

Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya
Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa :

” Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-
tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan
sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-
tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi

perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan ”. (Musanef,

1996 : 1).
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Dalam pengertian sempit, yang dikemukakan oleh Soewarno
Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi llmu Administrasi dan
Manajemen” menyebutkan bahwa :

” Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-
menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang
bersifat teknis ketatausahaan . (Soewarno Handayaningrat, 1996:2).

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul
Filsafat Administrasi, merngemukakan pengertian administrasi sebagai berikut :

”Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-
keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh
dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya . (Siagian, 1997:3).

Dari beberapa pengertian administrasi dari para ahli diatas dapat
disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu
bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan
yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh

anggota kelompok.
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2.11.2. Pengertian Administrasi Kependudukan
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain.

Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

1) Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan
dan memberikan kesejahteraan kepada penduduk sesuai dengan
martabat kemanusiaan.

2) Fungsi registrasi, memberikan pengakuan dan pengesahan status
perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses
pembangunan, guna perumusan kebijakan - kebijakan yang
berwawasan kependudukan (people centred development).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi

kependudukan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi aktivitas pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, dan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK).

UNIVERSITASMEDAN AREA



35

2.11.3. Pendaftaran Penduduk
Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas
atau surat keterangan kependudukan.

Pendaftaran penduduk bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas
dan kepastian hukum atas dokumen penduduk dan mendapatkan data yang
mutakhir benar dan lengkap.

Pendaftaran penduduk dilakukan pada instansi pelaksana yang daerah
tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk. Pendaftaran penduduk
melayani Penerbitan Kartu Keluarga (KK), melayani penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-el) dan melayani peristiwa kependudukan/ mutasi
penduduk lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Penduduk
adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta
penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Pindah Datang (SKP).

2.11.4. Pencatatan Sipil
Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
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yang dimaksud dengan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Yang dimaksud dengan peristiwa penting di sini adalah Peristiwa Penting
adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir
mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan
anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Lebih lanjut dalam hal pencatan sipil banyak mengalami perubahan di
dalam Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang -
Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan dimaksud antara lain adalah pencatatan kematian, dimana
pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah
menjadi kewajiban Rukun Tetangga (RT) untuk melaporkan setiap kematian
warganya kepada instansi pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara
berjenjang melalui Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan

meningkat secara signifikan.

2.11.5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
yang dimaksud dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
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kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu
kesatuan.

Adapun tujuan penggunaan SIAK sebagaimana dimaksud dalam dengan
Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang -
Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Database Kependudukan terpusat;

2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain
seperti statistik, pajak, imigrasi, dan sebagainya;

3. Sistem SIAK terintegrasi dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga
(RW), kelurahan, Kecamatan, hingga ke instansi pelaksana administrasi
kependudukan. Sistem ini juga terintegrasi dengan pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, dan lain-lain;

4. Standarisasi Nasional Implementasi SIAK adalah online, yang telah
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Administrasi
Kependudukan.

Secara hukum SIAK mengandung 3 unsur yaitu :

a) Nomor pengenal tunggal (NIK);

b) Blanko standart nasional seperti KK, KTP, Buku registrasi, akta
catatan sipil;

¢) Formulir — formulir standart nasional termasuk identifikasinya.
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Kelebihan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
adalah:

1. Dapat memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang
pembuatan dokumen kependudukan.;

2. Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti
pembuatan KTP, KK dan surat lainnya;

3. Menyelenggarakan administrasi kependudukan yang benar dan akurat;

4. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju

tercapainya data dan informasi kependudukan yang akurat.

2.12. Penelitian yang relevan sebelumnya
2.12.1. Sri Padmowati pada tahun 2004 dengan judul penelitian “Implementasi
Sistem Informasi Daerah di Kabupaten Jepara”. Dengan hasil penelitian
sebagai berikut:
1. Tanggapan pegawai terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Daerah
(SIMDA\) adalah positif, artinya pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara sangat setuju dalam hal pengembangan Sistem
Informasi Daerah (SIMDA);
2. Pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Daerah (SIMDA)
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan yang sedang pada
taraf signifikansi 95% dengan besar koefisien korelasi antara dua

variable adalah 0,430. Dengan kata lain pendidikan dan pelatihan
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merupakan salah satu factor penting dalam implementasi Sistem
Informasi Daerah (SIMDA);

3. Kemampuan Kerja pegawai dalam mengimplementasikan Sistem
Informasi Daerah (SIMDA) masih sedang, hal ini dilihat dari jawaban
responden 48,3% yang menyatakan bahwa pegawai dalam unit kerja
belum mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan Sistem
Informasi Daerah (SIMDA) dan belum dapat menginformasikan output
serta input dari masing-masing unit kerja.

2.12.2. Sri Susanti pada tahun 2014 dengan judul penelitian Kualitas Pelayanan
Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gamping
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’. Penelitian
tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner, dan observasi. Hasil
penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam aspek bukti fisik
(tangible) Kecamatan Gamping memiliki luas ruang 8x6m2 untuk
kapasitas jumlah petugas pelayanan 5 orang. Ruangan pelayanan
terdapat meja meja pelayanan, meja kerja, alat perekam Kartu Tanda
Penduduk Elektronik berjumlah 2 set dan kursi panjang yang
diperuntukan bagi masyarakat yang menunggu pelayanan. Kantor
kecamatan Gamping belum memenuhi fasilitas pelayanan yang
memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti

masih sedikitnya kursi diruang tunggu, belum adanya meja untuk
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menulis di ruang tunggu, sarana informasi yang belum tersedia.
Fasilitas seperti genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati
maka proses pelayanan pun juga akan berhenti total yang artinya
masyarakat tidak dapat mendapatkan pelayanan.

2. Dalam aspek kehandalan (reliability), dari hasil penelitian terungkap
bahwa masyarakat Kecamatan Gamping merasa puas dengan pelayanan
yang di berikan Bagian Pelayanan Umum Kecamatan Gamping dalam
aspek reliability (kehandalan) mengenai kehandalan dalam menangani
setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan
proses pelayanan;

3. Aspek daya tanggap (responsiveness) pegawai dalam hal membantu
masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya masyarakat yang
bingung dengan pelayanan sudah terlihat antara petugas dan
pengunjung yang saling berkomunikasi. Hal ini ditunjukan dari petugas
yang mau membantu kesulitan yang dialami pengunjung.

4. Dilihat dari aspek jaminan (Assurance) khususnya keamanan di Kantor
Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas
pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat yaitu
dengan menempatkan tukang parkir yang ikut mengamankan keadaan
di parkiran. Kemudian ada barang yang tertinggal di ruang pelayanan

akan disipan oleh petugas sampai pemiliknya mengambil.
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5. Aspek empati (empathy), yang diberikan pihak Kecamatan Gamping
yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat
terlihat dari sikap petugas yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya
mengenai prosedur pelayanan dan menerima kritik mapun saran dengan

sepenuh hati sebagai interopeksi untuk layanan yang lebih baik.
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